BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/380 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TENAGA AHLI TIM HARMONISASI, TIM PEMBAHAS DAN TIM
NARASUMBER RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG ADAT

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah

Kampung merupakan Sub Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Nasional, sehingga kampung memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat;

. bahwa untuk tertib dan lancarnya penetapan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Kampung Adat, maka perlu
dibentuk Tenaga Ahli Tim Harmonisasi, Tim Pembahas dan
Tim Narasumber di Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tenaga Ahli Tim
Harmonisasi, Tim Pembahas dan Tim Narasumber
Rancangan Peraturan Bupati tentang Kampung Adat di
Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Nomor 35);

7.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2017 Nomor 41);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung
Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Nomor 66);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tenaga Ahli Tim Harmonisasi, Tim Pembahas dan
Tim Narasumber Peraturan Bupati tentang Kampung Adat di
Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I,
lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan
Bupati tentang Kampung Adat;
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melakukan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan
Bupati yang digunakan dalam penyusunan Peraturan
Bupati;

menerbitkan hasil harmonisasi terkait dengan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Kampung Adat;

menyiapkan Rancangan Surat Keterangan Persetujuan
Hasil Harmonisasi; dan

memeriksa hasil pelaksanaan tugas harmonisasi,
pembahasan sesuai dengan ketentuan, standard,
penyelesainnya sesuai target waktu yang ditetapkan serta
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
Jayapura.

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

PENATA TK I
NIP 19840612 201004 1 003

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

U RRUNDANG-UNDANGAN,

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

b=

Gubernur Provinsi Papua;

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura,;

Inspektur Kabupaten Jayapura;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda

Kabupaten Jayapura;

o

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/380 TAHUN 2022
TANGGAL 8 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TIM HARMONISASI RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG ADAT

NO NAMA JABATAN DALAM JABATAN KETERANGAN
KEDINASAN DALAM TIM ORANG/JAM
1 2 3 4 5
1. | Ruben K. Samai, S.H,. M.Si | Kepala  Sub Bidang Koordinator Ok/Jam
Fasilitasi Pembentukan
Produk Hukum Daerah
pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM Provinsi Papua
2. | Manutur Simbolon, S.H,. M.H Perancang Peraturan Ketua Ok/Jam
Perundang-undangan
3. | Hendra Thamrin, SH Perancang Peraturan Anggota Ok/Jam
Perundang-undangan
4. | Elisabeth K.Waromi, SH Analis Hukum Anggota Ok/Jam

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si
salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PENATA TK I
NIP 19840612 201004 1 003




LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/380 TAHUN 2022
TANGGAL 8 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TIM PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG ADAT

JABATAN
NO NAMA INSTANSI DALAM TIM KETERANGAN
ORANG /JAM
1 2 3 4 5
1. | Prof. FRANS REUMI DEKAN FAKULTAS Koordinator Ok/Jam
HUKUM UNCEN
2. | ABDON NABABAN SAMDANA Anggota Ok/Jam
3. | EDDY OHOIUTUN TIM PERCEPATAN Anggota Ok/Jam
4. | MALIK SAMDANA Anggota Ok/Jam
S. | LILY BAUW UNCEN Anggota Ok/Jam

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA

BAGIAN HUKUM DAN

UNDANG—U DANGAN,

PENATA TK I

NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si




LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA

NOMOR 188.4/380 TAHUN 2022
TANGGAL 8 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TIM NARASUMBER RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG ADAT

NO NAMA JABATAN DALAM JABATAN DALAM | ORANG/JAM
KEDINASAN TIM
1 2 3 4 5
1. | Mathius Awoitauw, SE.,M.Si Bupati Jayapura Pengarah Ok/Jam
2. | Hana S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggungjawab Ok/Jam
Jayapura
3. | Elphyna Situmorang, S.Sos., M.KP | Asisten Bidang Pemerintahan Ketua Ok/Jam
Setda Kabupaten Jayapura
4. | Steven Ohee, S.IP Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Ok/Jam
Kampung dan Kampung Adat
Setda Kabupaten Jayapura
5. | DR. Jems Modouw Uncen Anggota Ok/Jam
6. | Thimotius Taime, SH Kepala Bagian Hukum dan Anggota Ok/Jam
Perundang-undangan Setda
Kabupaten Jayapura
7. | Juno R. Marbase, S.STP Kepala Bidang Ekonomi Anggota Ok/Jam
Pemberdayaan Masyarakat
pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kampung
Kabupaten Jayapura
8. | Ruben K. Samai, S.H,. M.Si Kepala Sub Bidang Fasilitasi Anggota Ok/Jam
Pembentukan Produk Hukum
Daerah pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Papua
9. | Manutur Simbolon, S.H,. M.H Perancang Peraturan Anggota Ok/Jam
Perundang-undangan
10. | Lewi Puhili Tokoh Adat Anggota Ok/Jam
11. | Dike Tokoh Adat Anggota Ok/Jam
12. | Ramses Wally Tokoh Adat Anggota Ok/Jam
13. | Irenius Pepuho Tokoh Adat Anggota Ok/Jam
14. | Kallem Tokoh Adat Anggota Ok/Jam
15. | Nehemia Toto Tokoh Adat Anggota Ok/Jam
16. | Soumilena Tokoh Adat Anggota Ok/Jam
17. | Robert Rumban Tokoh Adat Anggota Ok/Jam

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PENATA TK I

NIP 19840612 201004 1 003




